GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR |8 /KEP.GUB/DISDIK-1.1/2024

TENTANG

PENETAPAN KRITERIA BANTUAN DAN CALON PENERIMA BANTUAN
BIAYA PENDIDIKAN PESERTA DIDIK DARI KELUARGA TIDAK
MAMPU PADA SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR JAMBI,

bahwa mempedomani ketentuan Pasal 41 Peraturan
Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan, dipandang perlu menetapkan Kriteria
Bantuan dan Calon Penerima Bantuan Biaya
Pendidikan Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu
pada Satuan Pendidikan Provinsi Jambi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur Jambi;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6807);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan  Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan  Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022
tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data dalam
Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem;

Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan  Manusia dan  Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022
tentang Pedoman Umum pelaksanaan Program
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,;



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jambi Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jambi Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jambi Nomor 31);

14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi
Jambi Tahun 2016 Nomor 35);

15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun
2022 Nomor 9);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem.

MEMUTUSKAN:

Penetapan Kriteria Bantuan dan Calon Penerima
Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik dari
Keluarga Tidak Mampu pada Satuan Pendidikan
Provinsi Jambi.

Kriteria Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:

a. bantuan barang/perlengkapan sekolah;

b. bantuan biaya makan dan minum pada Satuan
Pendidikan Menengah Berasrama;

c. bantuan biaya pendidikan untuk pribadi Peserta
Didik yang berada pada Satuan Pendidikan
Menengah dan Pendidikan Khusus vyang
diselenggarakan oleh masyarakat/swasta.

Kriteria Calon Penerima sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU, terdiri dari :

a. peserta didik yang terdaftar dalam Data Pokok
Pendidikan (Dapodik); dan

b. peserta didik yang terdaftar dalam Pensasaran
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
(P3KE).



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi
Jambi.

KELIMA . Keputusan Gubernur Jambi ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jambi

pada tanggal § Janvari 2024

GUBERNUR JAMB

Tembusan:

Wakil Gubernur Jambi;

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;

Inspektur Provinsi Jambi;

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi,

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.
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